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A. Pengertian Upah (Ijarah) 
Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. 
Secara Etimologi kata Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru’ 
yang berarti al-‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti 
ganti atau upah.
1
 Sedangkan secara istilahi ijarah adalah 
akad pemindahan hak guna (manfaat) sutu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang 
itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa 
ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
2
  
Ijarah adalah “pemilikkan jasa dari seorang yang 
menyewakan (mu’ajjir) oleh orang yang menyewa 
(musta’jir), serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh 
seorang mu’ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti 
merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai 
kompensasi tertentu pula.
3
 
Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah 
akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. 
Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah 
bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik 
dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi 
objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan 
bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad 
ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek 
dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya 
manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa 
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berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini 
bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.
4
 
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang 
yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas 
jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat 
dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada 
pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor 
produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas 
jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang 
dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak 
menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan 
bagi para pekerja. 
Penetapan upah bagi tenaga kerja harus 
mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai 
aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak 
tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah 
yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan 
kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga 
cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang 
wajar. 
Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad 
(kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan 
hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau 
pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-
masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu 
kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang 
utama bagi majikan adalah membayar upah. 
Akad yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak 
mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir 
(perjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), 
risywah (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad 
mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini 
merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian 
kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan 
bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan 
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perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan 
dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi 
setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan 
kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan 
dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah 
merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam 
kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. 
Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita 
tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana 
dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena 
itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad 
(perjanjian).
5
 
Ada definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para 
ulama fiqih. 
a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah yaitu suatu 
akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang 
diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan 
dengan cara penggantian (bayar).
6
 
b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan: 
“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, 
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan 
tertentu”. 7 
c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinsikan dengan: 
“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam 
waktu tertentu dengan suatu imbalan”. 8 
d. Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah adalah 
memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain 
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untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah 
disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan 
oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang 
menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai 
bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah 
dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun 
tertentu.
9
  
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat 
diambil suatu kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu 
akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari 
seorang mua’ajjir oleh seorang musta’jir yang jelas dan 
disengaja dengan cara memberikan penggantian 
(kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh 
syarat, akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan 
untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah 
materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditujukan pada 
manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak 
boleh dijadikan sebagai obyek al-ijarah untuk diambil susu 
atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk 
materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan 
makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, 
seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat 
tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk 
tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar 
gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat 
dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan 
ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa 
menyewa dan upah mengupah.
10
 
 
B. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 
Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa ijarah 
disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak 
menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu 
Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak 
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menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat 
bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat 
dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). 
Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah 
disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur’an, As-
sunnah, dan ijma. 
1. Al-Qur’an Surat Al-Qashsh ayat 26-27 disebutkan : 
                  
                
                  
               
               
 
  
Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu 
berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang 
bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah 
dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud 
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 
maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku 
tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah 
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akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". 
(Q.S Al-Qashas : 26-27)
11
 
Ayat di atas menerangkan bahwa ijarah telah 
disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat 
pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada 
ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan 
memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan 
ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh 
ayah tersebut. 
2. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan : 
                    
                
        
 
Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-
Baqarah : 233).
12
  
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam 
membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa 
yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan 
yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar 
bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang 
bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi 
kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada 
mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka 
akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya 
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tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan 
jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari 
kedua belah pihak.
13
 
3. Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97  
               
                   
      
 
Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal 
saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 
beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya 
akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 
(Q.s An-Nahl: 97).
14
 
Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan 
bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia 
dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja 
disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan 
sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak 
memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-
barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang 
buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua 
imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat. 
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4. As-Sunnah 
Di samping ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa 
hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah 
SAW menegaskan: 
                    
Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah 
bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada 
seorang pekerja sebelum keringatnya kering“. ( H.R Ibnu 
Majah ). N0 937.
16
 
  Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi 
ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa 
besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu 
Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda : 
17
Artinya : Dari Abu Sa’id Al khudri ra. 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa 
memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” 
(H.R Abdurrazaq). 
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Sabda Rasulullah :  
18  
Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika 
ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia 
mmengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu 
Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua 
sha’ makanan. 
Allah memusuhi orang-orang yang melakukan 
hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadis 
yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut : 
 
Artinya : Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah 
saw. Bersabda,“Tiga golongan yang aku musuhi kelak di 
hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian 
dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang 
menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan 
seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu 
bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi 
upahnya.” (HR Muslim). 
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5. Landasan Ijma 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ 
bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi 
manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan 
manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para 
ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan 
ijma’ ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan 
atas disyari’atkannnya sewa menyewa umat Islam telah 
sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang 
berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, 
karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri.
20
  
Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, 
juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa 
itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan 
fuqaha masa pertama”.21 Al-ijarah merupakan “Akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
6. Dasar hukum Undang-undang 
Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. 
Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk 
prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah 
memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu 
pekerjaan yang telah dilakukan.  
Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: 
“Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang 
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 
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perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.22 
Tujuan pemerintah mengatur upah dan 
pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi 
pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam 
pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak 
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah 
dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah 
satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran 
pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan 
pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar 
dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun 
keluarganya. 
Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau 
dalil-dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan 
yang berkenaan dengan masalah pengupahan (al-Ijarah) 
sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi 
keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa 
menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa 
menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam 
hukum Islam maupun perundang-undangan apabila 
bernilai secara syar’i dan tidak merugikan pihak 
pekerja/buruh. 
 
C. Syarat dan Rukun Upah (Ijarah) 
1. Syarat  Ijarah 
Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara 
rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. 
Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah 
sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-
menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa 
terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud 
dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti 
                                                          
22
 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
 22 
ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah 
satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. 
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru 
dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan 
syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umun dalam 
transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah 
adalah sebagai berikut:
23
 
a. Pelaku Ijarah haruslah berakal 
Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama 
Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh 
dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang 
belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan 
orang gila, menyewakan harta mereka atau diri 
mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah 
tidak sah.  
Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak 
yang melakukan ijarah mestilah orang orang yang 
sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, 
sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum 
Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa 
kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini 
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan 
kewajiban, sehingga segala tindakan yang 
dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu 
perbuatan yang sah. 
b. Keridhaan pihak yang berakad 
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 
kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. 
Apabila salah seorang diantaranya terpaksa 
melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini 
berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat 
An-Nisa ayat 29, yang berbunyi: 
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                 
                 
               
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka”. (Q.S. An-Nisa:29)24 
Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan 
kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat 
dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, 
dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara 
kedua belah pihak. 
Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah 
satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, 
baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.
25
 
c. Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak 
cacat 
Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan 
dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. 
Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan 
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak 
boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh 
penyewa.  
d. Objek al-ijarah  sesuatu yang dihalalkan oleh syara’ 
Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-
menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu 
perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa 
rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang 
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untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan 
orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada 
orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah 
mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa 
dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan 
kaidah fiqh menyatakan : 
 
“Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak 
boleh”. 
e. Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat 
diketahui. 
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan 
perselisihan, maka akadnya tidak sah karena 
ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan 
penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad 
tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud 
dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan 
penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para 
pekerja. 
1) Penjelasan tempat manfaat 
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, 
ada harganya, dan dapat diketahui. 
2) Penjelasan Waktu 
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 
menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama 
Syafi’iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak 
dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan 
waktu yang wajib dipenuhi. 
3) Penjelasan jenis pekerjaan 
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting 
dan diperlukan ketika menyewa orang untuk 
bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau 
pertantangan. 
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4) Penjelasan waktu kerja 
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung 
pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
26
 
5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas 
Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah 
dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah 
pihak atau dengan cara mengembalikan adat 
kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak 
menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.  
Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat 
bahwa syarat-syarat ijarah ada lima yaitu : 
1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan 
transaksi. 
2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya 
3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar 
pemenuhannya 
4) Benda yang disewakan dapat diserahkan. 
5) Kemanfataannya mubah bukan yang 
diharamkan. 
Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah 
terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah 
menurut syara’. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut 
tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap 
batal.
27
  
Syarat-syarat pokok dalam al-Qur’an maupun as-
Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para musta’jir 
harus memberi upah kepada mu’ajjir   sepenuhnya atas 
jasa yang diberikan, sedangkan mu’ajjir harus 
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan 
dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai 
kegagalan moral baik dari pihak musta’jir maupun 
mu’ajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada 
Tuhan. 
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2. Rukun Ijarah 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut 
yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena 
adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, 
tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep 
Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.
28
 
Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan 
bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka 
mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya 
para pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya 
objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa 
menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang 
telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan 
dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam 
hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang 
dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-
menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad 
dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk 
terealisasinya hakekat sewa-menyewa. 
Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-
menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini 
disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat 
tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang 
dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan 
dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah 
akad sewa menyewa itu sendiri. 
Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah 
ada (4) empat, yaitu : 
a. Aqid (orang yang berakad) 
Yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah mengupah. Orang yang 
memberikan upah dan yang menyewakan disebut 
Mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk 
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melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu 
disebut Musta’jir.29 
Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak 
itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu 
akad, maka golongan Syafi’iyah dan Hanabilah 
menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad 
itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup 
hanya sekedar mumayyiz saja.
30
 
b. Sighat 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut 
sighat akad (sighatul-‘aqd), terdiri atas ijab dan 
qabul. Dalam Hukum perjanjian Islam ijab dan qabul 
dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) 
isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. 
Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada 
jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus 
menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
31
 
c. Upah 
Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir 
atas jasa yang telah diberikan atau diambil 
manfaatnya oleh mu’ajjir. Dengan syarat hendaknya:  
1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. 
Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang 
belum diketahui. 
2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh 
mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia 
sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. 
Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya 
mengerjakan satu pekerjaan saja. 
3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan 
penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap 
manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus 
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lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang 
sewa yang menjadi objek sewa menyewa.
32
 
d. Manfaat  
Untuk mengontrak seorang musta’jir harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta 
tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus 
dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi 
upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.
33
 
3. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang 
Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang 
memenuhi insur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan 
undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui 
dan memiliki akibat hukum (legally concluded contract). 
Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, setiap perjanjian 
selalu memiliki empat unsur melekat syarat-syarat yang 
ditentukan undang-undang. 
a. Persetujuan Kehendak 
Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam 
perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak 
(ijab kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang 
lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi 
syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak 
ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama 
lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia 
sekata antara pihak-pihak mengenai pokok 
perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang 
satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. 
b. Kewenangan (Kecakapan) 
Unsur subjek (kewenangan berbuat), setipa pihak 
dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan 
hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang 
bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 
sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun 
penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah 
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pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah 
pengampuan; dan memiliki surat kuasa apabila 
mewakili pihak lain. 
c. Objek (Prestasi) Tertentu 
Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan 
berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan 
suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan 
perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi 
tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi wajib 
dipenuhi. 
d. Tujuan perjanjian 
Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-
pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan 
perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya 
harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan 
tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.
34
 
Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur 
dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak 
akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh 
pihak-pihak yang membuatnya, tetapi tidak 
mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Apabila 
dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak 
yang tidak mengakuinya dan menimbulkan 
sengketa. Apabila diajukan kepengadilan, 
pengadilan akan membatalkan atau menyatakan 
perjanjian itu batal. 
 
D. Macam-macam Upah (Ijarah) 
Di dalam fiqih mu’amalah upah dapat diklasifikasikan 
menjadi dua :  
a) Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah 
upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika 
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disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak 
yang berakad. 
b) Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang 
sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi 
pekerjanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah 
menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. 
Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi 
menjadi dua : 
1. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya 
sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan 
perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir mempunyai benda-
benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan 
terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajjir 
mendapatkan imbalan tertentu dari musta’jir, dan 
musta’jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. 
Apabila manfaat itu  yang dibolehkan syara’ untuk 
dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat 
menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa. 
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a’mal) 
ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk 
melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut 
ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 
jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik 
dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang mempunyai 
keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir 
adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau 
jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’ajjir 
mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk 
musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’ajjir.35 
Selain pembagian ijarah seperti yang telah 
diterangkan sebelumnya, ada pembagian ijarah lain yang 
sedikit berbeda, pembagian ijarah ini terdapat dalam 
madzhab Syafi’i, adapun pembagian ijarah munurut 
mazhab Syafi’i sebagai berikut : 
1. Ijarah ‘Ain, adalah ijarah atas kegunaan barang yang 
sudah tertentukan, dalam ijarah ini ada dua syarat yang 
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harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah 
tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan 
salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah 
yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus 
disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, 
atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak 
diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini oleh 
madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli 
barang. 
2. Ijarah immah, adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang 
ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil 
dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang 
diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini 
dalam mazhab Syafi’i hampir sama dengan akad 
pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah 
ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, 
sama seperti akad pesanan. 
Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam 
beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan 
dalam bidang mu’amalah pada saat ini, maka jenisnya 
pun sangat beragam, diantaranya : 
1. Upah mengarjakan Al-Qur’an 
Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh 
mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur’an dan 
ilmu-ilmu syari’ah lainnya, karena para guru 
membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan 
kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan 
mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk 
kepentingan pengajaran al-Qur’an dan ilmu-ulmu 
syari’ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan 
memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari 
pengajaran ini.
36
 
2. Upah sewa-menyewa tanah 
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan 
menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang 
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ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang 
menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang 
dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka 
ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).
37
 
3. Upah sewa-menyewa kendaraan 
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau 
kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo 
waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan 
penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, 
apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi. 
4. Upah sewa-menyewa rumah 
Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal 
oleh penyewa, tau sipenyewa menyuruh orang lain untuk 
menempatinya dengan cara meminjamkan atau 
menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat 
pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. 
Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk 
meme;ihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan 
yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.
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5. Upah menyusui anak 
Dalam al-Qur’an sudah disebutkan bahwa 
diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang 
menyusukan anak, sebagaimanayang tercantum dalam 
surah Al-Baqarah ayat 233 : 
                     
                    
        
 
Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 
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kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-
Baqarah : 233)
39
 
6. Perburuhan 
Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang 
telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga 
yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang 
menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk 
dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu 
pekerjaan. 
 
E. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak 
1. Kewajiban pemberi kerja dan buruh  
Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk 
pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan 
pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan 
atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, 
apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. 
Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantiannya, 
dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia 
harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan 
cara mengganti atau sanksi lainnya. 
Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas 
pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan 
pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian 
upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung 
jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi 
kerja dan diselesaikan dengan baik. 
Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan 
orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, 
maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, 
Zufar bin Huzail dan Syafi’i berpendapat, bahwa apabila 
kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan 
kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.  
                                                          
39
 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, CV As-
syifa, Semarang, 2001, hal.46 
 34 
Abu yusuf dan dan Muhammad bin Hasan asy-
syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, 
pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan 
tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan 
kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir 
besar atau kebakaran. 
Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan 
itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru 
masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau 
tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab 
pekerja itu wajib ganti rugi.
40
 
2. Hak pemberi kerja dan buruh 
Setiap seseorang yang melakukan akad harus 
sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-
masing, antara pemberi kerja dan buruh. 
a. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh 
berhak untuk menerima upah. 
b. Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila 
pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan 
upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib 
menyelesaikan pekerjaannya. 
c. Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan 
buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah 
pihak. 
d. Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, 
ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa 
itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya. 
e. Mengalirnya manfaat jika Ijarah untuk barang, 
apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum 
dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang 
berlalu, ijarah menjadi batal. 
f. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau 
kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, 
yaitu mempercepat bayaran.
41
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F. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah dan Gugurnya 
Upah 
1. Sistem Pengupahan 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. 
Bila tidak ada pekerjaaan lain, jika akad sudah 
berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 
dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum 
dalam ketentuan Al-Qur’an yang berkaitan dengan 
penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl 
ayat 90 : 
                    
                 
      
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 
kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan (Q.s an-Nahl ayat 90).
42
 
Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian 
kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT 
memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk 
berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para 
pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab 
para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, 
seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin 
usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka 
kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan 
pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang 
layak. 
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 Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada 
ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa 
upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib 
memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja 
sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian 
kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja 
dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar 
upah pekerja seminggu sekali mengikuti persayaratan 
perjanjian kerja yang mereka buat dan setujui bersama.
43
 
 Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan 
hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan 
syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti 
mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
Masalah penundaan pembayaran upah ada 
ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu 
membatalkan dalam perjanjian yang diadakan 
sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang 
kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus 
disegerekan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat 
kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, 
sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu 
tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa 
tersebut.
44
 
2. Pelaksanaan Upah 
Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor 
tersebut adalah : 
a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan 
Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan 
sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan 
melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar 
dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan 
yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan 
bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehinga 
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transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas. 
Setiap transaksi ijarah disyaratkan harus jelas. 
Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya 
tidak sah. 
1. Masa Kerja 
Dari segi masa kerja yang ditetapkan, 
transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi 
beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut : 
a) Ada transaksi yang yang hanya menjelaskan 
takaran pekerjaan yang yang dikontrak saja 
tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, 
seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan 
model tertentu sampai selesai. Maka berapapun 
lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan 
pakaian tersebut. 
b) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan 
masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran 
kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki 
bangunan selama satu bulan. Bila demikian 
orang tersebut harus mempebaiki bangunan 
selama satu bulan, baik bangunan tersebut 
selesai diperbaiki maupun tidak. 
Ada transaksi ijarah yang menyebutkan 
masa kerja sekaligus menyebutkan takaran 
kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah 
yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.
45
 
2. Upah Kerja 
Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi 
ijarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu 
Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda : 
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Artinya : Dari Abu Sa’id Al khudri ra. 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa 
memperkerjakan pekerja maka tentukanlah 
upahnya.” (H.R Abdurrazaq).46 
Hadis diatas memberikan pemahaman 
tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad 
ijarah khususnya terkait dengan jumlah upah yang 
akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak 
kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal 
ini untuk mencegah terjadinya perselisihan 
dikemudian hari. 
Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi 
kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak 
boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai 
waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya 
sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi 
mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, 
karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. 
Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara 
penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu 
pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari 
jumlah yang sudah diperjanjikan. 
Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya 
jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan 
semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena 
umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar 
mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, 
jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar 
atau sengaja menunaikannya dengan tidak 
semestinya, maka sepatutnya hal itu 
dieperhitungkan, karena setiap hak dibarengi 
dengan kewajiban. 
Selama ia mendapatkan upah secara penuh, 
maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh 
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Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik 
merupakan kewajiban karyawan atas hak upah 
yang diperolehnya, demikian juga memberikan 
upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak 
hasil kerja karyawan yang diperolehnya. 
3. Tenaga Yang Dicurahkan  Saat Bekerja 
Transaksi ijarah dilakukan seorang 
musta’jir dengan sorang ajir atas jasa dari tenaga 
yang dicurahkannnya, sedangkan upahnya 
ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. 
Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan 
bukanlah standar upah seseorang serta standar dari 
besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan 
berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan 
perbedaan jerih payah atau tenaga yang 
dicurahkan. 
Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut 
secara mutlak tidak pernah dinilai dengan 
menentukan besarnya upah meskipun memang 
benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah 
karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan 
adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan 
sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap 
diperlukan.
47
 
Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan 
tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, 
sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan 
pekerjaan yang berada diluar kepastiannya. Firman 
Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 286 : 
                          
          
Artinya : “Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
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mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S Al-Baqarah : 
286).
 48
 
Karena itu, tidak diperbolehkan untuk 
menuntut seorang pekerja agar mencurahkan 
tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas 
kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut 
tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, 
membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran 
yang lebih mendekati pembatasan tersebut 
sehingga pembatasan jam kerja sekaligus 
merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus 
dilakukan oleh seorang ajir.  
   Syari’at Islam menganjurkan agar upah 
yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan 
tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak 
boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi 
tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga 
kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus 
dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian 
masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan 
firman Allah SWT, yaitu : 
               
     
 Artinya : “Dan bagi masing-masing 
mereka derajat menurut apa yang telah mereka 
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 
mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf :19). 49 
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Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja 
berhak menerima gaji sesuai keahlian dan 
kemampuannya walaupun terjadi penundaan. 
Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi 
gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang 
diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. 
Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau 
yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak 
membatalkan akad pengupahan.  
3. Gugurnya Upah 
Kematian orang yang mengupah atau yang 
diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang 
yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah 
dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya 
wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi 
kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima 
upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. 
Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan 
pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.
50
 
Gugurnya upah karena kerusakan barang 
penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan 
buruh, maka terdapat dua hal berikut:  
a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik 
barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan 
kain, maka wajib memperoleh upah dengan 
penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya 
rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, 
maka upahnya hilang (gugur). 
b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas 
dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, 
maka wajib memperoleh upah dengan hanya 
menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum 
menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.
51
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Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah: 
a. Jika benda ada ditangan ajir 
a) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat 
upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. 
b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak 
mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai 
selesai. 
b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak 
mendapat upah setelah selesai bekerja.
52
 
 
G. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah) 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah 
akan berakhir apabila : 
1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau 
baju yang dijahitkan hilang. 
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah 
telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, 
maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan 
apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka 
dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini 
disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
53
 
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang 
yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, 
tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur 
ulama, akad al-jarah tidak batal dengan wafatnya 
salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut 
mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan 
jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang 
berakad. 
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah 
satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara 
karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah 
batal. Uzur-uzur yang dapt membatalkan akad al-
ijarah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan 
berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang 
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digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum 
sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa 
lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang 
boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila 
obyeknya mengandung caat atau manfaat yang dituju 
dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir. 
5. Menurut sayyid sabiq berakhirnya sewa menyewa 
dengan sebab-sebab sebagai berikut :
54
 
a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada 
waktu ia berada pada tangan penyewa. 
b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah 
atau kendaraan tertentu. 
c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang 
diupahkan, seperti kain yang rusak ketika 
dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan 
jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak. 
 
H. Ketentuan tentang pengupahan 
Upah memegang peranan yang sangat penting dan 
merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga 
tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan 
pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun 
perusahaan. 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan pada bab 10 mengatur tentang pengupahan. 
Menurut pasal 88 ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap 
pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh meliputi: 
a. Upah minimum; 
b. Upah kerja lembur; 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain 
di luar  pekerjaannya; 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
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f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. Denda dan potongan upah; 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah 
minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas 
upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota.  
       Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari 
upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 
UU Ketenagakerjaan. Dalam hal pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan 
tersebut, dapat dilakukan penangguhan yang tata cara 
penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 
Pelaksanaan Upah Minimum. 
Kemudian, pengaturan pengupahan yang ditetapkan 
atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan 
tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi 
hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1.581.000 atau 
naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1.399.000 per bulan. 
Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung 
Rp 1.442.000. Keputusan itu tertuang dalam SK No: 
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G/813/III.05/HK/2014. Upah di Kabupaten Pringsewu 
belum  diterapkan sesuai perundang-undangan. Selain 
belum adanya upah minimum kabupaten/kota (UMK), 
menerapkan upah minimum provinsi (UMP) dirasa tidak 
mungkin. Terkait belum adanya UMK di Kabupaten 
Pringsewu, karena belum terbentuknya dewan pengupahan. 
Selain itu, serikat pekerja di Bumi Jejama Secancanan juga 
belum ada. Baru terdapat Apindo, itu pun belum lama 
terbentuk. 
Ada beberapa sistem yang digunakan untuk 
mendistribusikan upah, dirumuskan empat sistem yang 
secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut :  
1. Sistem upah menurut banyaknya produksi adalah upah 
menurut banyaknya produksi diberikan dapat 
mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan 
berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilkan 
dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah 
sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar 
normal yang membandingkan kebutuhan pokok dengan 
hasil produksi.  
2. Sistem upah menurut lamanya dinas adalah sistem upah 
semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan 
loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini 
sangat menguntungkan bagi yang lanjut usia dan juga 
orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja 
pada suatu perusahaan. 
3. Sistem upah menurut lamanya kerja adalah upah 
menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut 
waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan 
anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk 
waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan yang lain 
adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena 
upah sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan 
bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan 
sebagainya.  
4. Sistem upah menurut kebutuhan adalah upah yang 
diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan 
beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. 
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Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah 
itu akan mempersamakan standar hidup semua orang.  
Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah kurang 
mendorong inisiatif kerja, sehingga sama halnya dengan 
sistem upah menurut lamanya kerja dan lamanya dinas. 
Kebaikan akan memberikan rasa aman karena nasib 
karyawan ditanggung oleh perusahaan. 
Didalam memberikan upah/gaji perlu juga 
memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti 
bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan 
harus dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. 
Semakin tinggi pengorbanan semakin tinggi penghasilan 
yang diharapkan. Karena itu pertama yang harus dinilai 
adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan, 
pengorbanan dari suatu jabatan dipertunjukan dari 
persyaratan-persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi 
oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin 
tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula 
penghasilan yang diharapkan. Penghasilan ini ditunjukan 
dari upah yang diterima. 
Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para 
karyawan, mereka tidak hanya memperhatikan besarnya 
uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan 
dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan, maka 
dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. 
Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada 
perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan 
menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum 
atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. 
 
 
